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Mengingat

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR OGTAHUN 2024

TENTANG
TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan

efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah diperlukan pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;

bahwa Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi,
peraturan perundangundangan, dan perkembangan
teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu
diganti;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruft b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten
Daerah Tingkat I[I Tanggamus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3667);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang KEARSIPAN
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali  diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang  Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12),sebagaimana
telah di ubahkan dengan Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang
Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lenbaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanagan  urusan  pemerintah yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.



Pl e

10.
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12.

13.

14.

15

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi da tugas pembantuan dengan
prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.

Sekretariat Daerah  adalah  Sekretariat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Tulang Bawang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
Daerah vang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah
Kabupaten yang selanjutnya dapat disebut Sekretariat
DPRD Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau
yang disebut pula dengan nama lain adalah
Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah  peraturan gubernur dan/atau
peraturan bupati/wali kota.

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah kabupaten
terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas
daerah, lembaga teknis daerah, dan unit pelaksana
teknis daerah.

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai
Perangkat Daerah Kabupaten.

Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai
Perangkat Kecamatan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa adalah kesatuan masyarakat yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam
sistem pemerintah nasional yang berada di daerah
Kabupaten.

.Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinad Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan
Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang.

l6.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang

jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan,
pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang
digunakan dalam komunikasi kedinasan.



17.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
lingkungan Pemerintah Daerah.

18. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik
adalah informasi yang direkam dalam media elektronik
sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat
dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang

berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.

19.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang
terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan

autentivikasi.

BAB I

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

a. Naskah Dinas arahan;

b. Naskah Dinas korespondensi; dan
c. Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua
Naskah Dinas Arahan

Pasal 3

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 hurufa terdiri atas:

a. Naskah Dinas pengaturan;

b. Naskah Dinas penetapan; dan

c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 4

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3huruf a terdiri atas:

a. Peraturan Daerah;

b. Peraturan Kepala Daerah; dan

c. Peraturan DPRD.

Pasal 5

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam
‘Pasal 3huruf b terdiri atas:

a. Keputusan Kepala Daerah;

b. Keputusan DPRD;

c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan

d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.



Pasal 6

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7

(1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal3 huruf c terdiri atas:
a. surat perintah;

b. surattugas; dan
c. surat perjalanan dinas.

(2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan
untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas
dan fungsi.

(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk
melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ merupakan dokumen yang diterbitkan
oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka
pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai
negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Pasal 8

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga Naskah
Dinas Korespondensi

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal2 huruf b, terdiri atas:

a. korespondensi internal; dan

b. korespondensi eksternal.

Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

a. nota dinas;

b. memo; dan

c. disposisi.



Pasal 11

(1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan
antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau
dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal
Perangkat Daerah.

(2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan
suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan,
atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada
bawahannya.

(3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf ¢ merupakan petunjuk tertulis singkat dari
atasan kepada bawahan mengenai tindak
lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

Pasal 12

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi
internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan  bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam
bentuk surat dinas.

(2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi

eksternal tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Keempat
Naskah Dinas Khusus

Pasal 14

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 hurufc, terdiri atas:

instruksi;

surat edaran;

surat kuasa;

berita acara;

surat keterangan;

surat pengantar;

pengumuman,;

@™o an gy



laporan;

telaahan staf;

notula;

surat undangan;

surat pernyataan melaksanakan tugas;
. surat panggilan;

surat izin;

lembaran daerah;

berita daerah;

rekomendasi,

radiogram;

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;

sertifikat;

piagam; dan

surat perjan jian.

SEMEToPOSFIET O

Pasal 15

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf a berisi perintah/arahan Kepala Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau
petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang
dianggap penting dan mendesak.

(3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf c¢ berisi pemberian kuasa kepada pihak lain
dengan atas namanya untuk melakukan suatu
tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai
peraturan perundangundangan.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan
pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani
oleh para pihak.

(5) Surat Kketerangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek
untuk kepentingan kedinasan/tertentu.

(6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf f berisi informasi yang digunakan
untuk menyampaikan barang atau naskah.

(7) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari
pejabat yang berwenang.

(8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan
kegiatan atau kejadian tertentu.
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf 1 berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan
saran secara sistematis terhadap sesuatu
permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan
kepada atasan.

Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf j merupakan catatan yang berisi proses sidang
atau rapat.

Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf k  Dberist undangan kepada
pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah
Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada

alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara
kedinasan.
Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 huruf 1 berisi pernyataan
dari pejabat yang berwenang bahwa  seorang
pegawai telah melaksanakan tugas.

Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang
berwenang kepadapegawai untuk menghadap.

Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf n berisi persetujuan terhadap suatu
permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah
untuk mengundangkan Perda.

Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah
untuk mengundangkan Perkada dan Peraturan
DPRD.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf q merupakan naskah dinas berisi keterangan
atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang
sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan
pertimbangan kedinasan.

Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim
melalui radio naskah dinas dari pejabat yang
berwenang berisi informasihal tertentu yang dikirim
melalui telekomunikasi elektronik.

Surat tanda tamat pendidikan dan pelatithan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s
merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi
keterangan seseorang telah Iulus/mengikuti
pendidikan dan pelatihan tertentu.



(20) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf t merupakan mnaskah dinas sebagai berisi
keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti
program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran,
kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop,
seminar, dan yang sejenis.

(21) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf u merupakan naskah dinas berisi keterangan
penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau
keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan
atau instansi/lembaga dari pejabat berwenang.

Pasal 16

(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 hurufv berisi kesepakatan bersama tentang objek
yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih
untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum
yvang disepakati bersama.

(2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasall4 huruf a sampai dengan huruf u
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 111
PEMBUATAN NASKAH DINAS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:
a. media rekam kertas; atau
b. media rekam elektronik.

Pasal 19

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dicetak
menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah.

Pasal 20

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b
menggunakan:

a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau

b. aplikasi pengolah kata atau data.



Pasal 21

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 berisi unsur:

a. kop;

b. penomoran;

c. penggunaan kertas;

d. penggunaan tinta;

e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata

penyambung;

penentuan batas atau ruang tepi;
nomor halaman;

tembusan;

lampiran;

paraf, tanda tangan, dan stempel;
amplop dan map; dan

Naskah Dinas bahasa asing.

A

Bagian Kedua
Kop

Pasal 22

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri
atas:

a. kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah; dan

b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Pasal 23

(1) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala
Daerah.

(2) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh
penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan
pelaksana harian Kepala Daerah.

Pasal 24

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat
berwenang selain Kepala Daerah.

Pasal 25

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



Bagian
Ketiga
Penomoran
Pasal 26

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf
b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

Bagian Keempat
Penggunaan Kertas

Pasal 27

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf ¢ yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas
pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas
penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah
Dinas khusus merupakan kertas  jenis Houturij
Schrijfpapier (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling
sedikit 70 (tujuh puluh)gram/m2 kecuali pada lembaran
daerah dan berita daerah.

Pasal 29

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan
dalam pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan
kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima
Penggunaan Tinta

Pasal 30

(1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan
Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf d sebagai berikut:

a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna
hitam;

b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan
parafberwarna biru tua;

c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas,
berwarna ungu; dan

d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas
bersifatrahasia, berwarna merah.

(2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas
merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak
luntur atau pigmentdurabrite.



Bagian Keenam

Jarak Spasi,Jenis dan Ukuran Huruf,serta KataPenyambung

@)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

1)

Pasal 31

Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan
Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas
pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek
keserasian dan estetika.

Pasal 32

Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan
Naskah Dinas penetapan yaitu bookman old style
dengan ukuran 12 (dua belas).

Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas
korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu Arial
dengan ukuran 12 (dua belas).

Pasal 33

Kata penyambung merupakan kata yang digunakan
sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada
halaman berikutmya.

Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditulispada:

a. akhir setiap halaman;

b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman;
dan

c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama
halaman berikutnya.

Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam
elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh
Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal 34

Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf f pada kertas
bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam
penyusunan Naskah Dinas.



(2)

)

(2)

(1)

(2)

(3)

Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Naskah Dinas
korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ruang tepi atas:
1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua)
spasi dibawah kop; dan
2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2
(dua) cm dari tepi atas kertas.
b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima)
cm daritepi bawah kertas;
c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri
kertas;dan
d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari
tepi kanan kertas.

Bagian Kedelapan
Nomor Halaman

Pasal 35

Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal2l
huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka arab/
biasa.

Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah
Dinas khusus ditempatkan pada bagian tengah atas
secara simetris.

Bagian Kesembilan
Tembusan

Pasal 36

Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf h disampaikan kepada pihak yang bersangkutan
dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat
tersebut.

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang
mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang
diatasnamakan

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
naskah dinasnya  ditandatangani oleh  jabatan
pimpinan tinggi atas mnama Kepala Daerah,
disampaikan kepada Kepala Daerah dan Sekretaris
Daerah.



(4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

(5)

1)

(2)

naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan
pimpinan tinggi atas nama Kepala Daerah berupa
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat,
dan piagam tidak memerlukan tembusan.

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan
diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah,
serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan,
arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh
Lampiran

Pasal 37

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf iditandatangani oleh pejabat yang sama dengan
yang menandatangani Naskah Dinas.

Dalam hal Ilampiran Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu
halaman, halaman berikutnya diberi nomor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 ayat (1).

Bagian Kesebelas
Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Pasal 38

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud
dalamPasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan
Naskah Dinas.

1)

(2)

(3)

(4

Pasal 39

Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi,
redaksi, dan pengetikan.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. paraf hierarki; dan
b. paraf koordinasi.

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat
dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu
diparaf sebelum ditandatangani.

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat
yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut
tidak memerlukan paraf.



(5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk
catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data
sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat
yang berwenang.

(6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan
berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada
lembar pertama.

Pasal 40

(1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai
jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk
matriks.

(2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang
ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala
Daerah, Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris DPRD,
kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur
rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh
maksimal tiga orang pejabat secara berjen jang.

(3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah
Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus
ditempatkan pada lembar terakhir.

Pasal 41

(1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai
substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada
masing - masing unit kerja yang berbentuk matriks.

(2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar
unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain
yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang pada lembar terakhir.

Pasal 42

(1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi
sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas
penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan,
dan keutuhan informasi.

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Tanda tangan basah; atau
b. Tanda Tangan Elektronik.

(3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang
berwenang.



1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 43

Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas
denganmedia rekam kertas.

Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah
Dinas denganmedia rekam elektronik.

Pasal 44

Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah
Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak
menggunakan gelar.

Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah
Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan
Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali
piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan
dan pelatihan.

Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris
Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan
pangkat/golongan.

Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat,
penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana
harian Kepala Daerah tidak menggunakan gelar,
nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.
Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan
pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak
menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan
pangkat/golongan.

Pasal 45

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas
berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.

(1)

Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan
dan bentuk kode quick response yang disertai nama
pejabat penandatangan dan nama jabatan;

.Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik

didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus
dicetak;

pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis,
media daring atau media luring; dan

.menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh

penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 46

Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media
rekam kertas.



(2)

Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam
elektronik.

Pasal 47

Stempel terdiri atas:
a. Stempel jabatan Kepala Daerah;
b. Stempel Perangkat Daerah;
c. Stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau
badan layanan umum daerah; dan
d. Stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 48

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran
yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(1)

)
(@)

Bagian
KeduabelasAmplop dan Map

Pasal 49

Amplop Naskah Dinas terdiri atas:

a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Kepala Daerah; dan
b.Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk
pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam
kertas berbentuk persegi panjang.

Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian
Naskah Dinas dengan media rekam Kkertas dapat
disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan
kepentingan Pemerintah Daerah.

Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna
putih.

Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas
warnacoklat.

Pasal 50

Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan
alamat pengirim dan alamat tujuan.

Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:



(3)

M)

)

ey

@)

(3)

a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama
jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama
kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon,
faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian
tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan
Kepala Daerah.

b.logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah,
nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat
yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan
nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el,
laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk
amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas

Perangkat Daerah antara tulisan nama Pemerintah

Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3 :

4 dengan menggunakan huruf Arial.

Pasal 51

Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k
terdiri atas:

a. map Naskah Dinas jabatan; dan

b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat
disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan
kepentingan tiap Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud
dalamPasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. map Naskah Dinas Kepala Daerah; dan

b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah.

Map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat lambang
negara berwarna kuning emas dan tulisan Kepala
Daerah menggunakan huruf Arial dengan ukuran
disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas
secara simetris.

Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketigabelas
Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 53

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:
a. Penentuan kategori klasifi kasi keamanan dan akses
Naskah Dinas;

b. Perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan
klasifikasikeamanan dan akses yang meliputi:
1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan
akses; dan
2. pemberian nomor seri pengaman atau security printing.

Pasal 54

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media
rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis
memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 55

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri
atas:

a. Sangat rahasia;

b. Rahasia;

c. Terbatas; dan

d. Biasa/terbuka.

Pasal 56

Penentuan tingkat Kklasifikasi keamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 disesuaikan dengan
kepentingan dan substansi Naskah Dinas

Pasal 57

(1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi
sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan
kepada pihak yang berwenang.

(2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi
biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait.

Pasal 58

(1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan
kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi
pada sebelah kiri atas Naskah Dinas.

(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi
keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan
amplop rangkap dua.



Pasal 59

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang
memilikiklasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan
terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan
perkembangan teknologi.

Pasal 60

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan

denganketentuan sebagai berikut:

a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode ‘SR’
denganmenggunakan tinta warna merah;

b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode ‘R’ dengan
menggunakan tinta warna merah;

c. Naskah Dinas penting diberikan kode ‘T’ dengan
menggunakantinta hitam; dan

d. Naskah Dinas biasa diberikan kode ‘B’ dengan
menggunakan tinta hitam.

Pasal 61

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau
security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin
keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah
Dinas.

Pasal 62

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman
atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal
62 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Pasal 63

(1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas
merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang
ada pada seorang pejabat untuk menandatangani
Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan
pada jabatannya.

(2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh
Kepala Daerah Dberlaku mutatis mutandis bagi
penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan
pelaksana harian sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan
Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 64

(1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan
kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada
pejabat di bawahnya.

(2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalamm Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABYV
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65
Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:
a. Pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
b. Pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua
Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 66

Pengendalian Naskah  Dinas masuk  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dilaksanakan melalui
tahapan sebagai berikut:

a. Unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang
diterima dengan cara mengagendakan,
mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan
mendistribusikan ke unit pengelola.

b. Unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan
klasifikasi Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan

¢. Unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Bagian Ketiga
Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Pasal 67

(1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilaksanakan melalui
tahapan sebagai berikut:

a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan
stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing
unit kerja; dan



b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses
diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola.

(2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi
pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu
melalui Sekretariat Daerah.

(3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat
menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat
u.p. diitkuti nama jabatan yang menindaklanjuti
dibawah nama jabatan yang dituju.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 68
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang.

Ditetapkan di Menggala _
pada tanggal § @V*UN- 2024

Pj BUPATI TULANG BAWANG,
ttd

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 4 &B'Mﬂ 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024 NOMOR:

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,_-

,SH,MH,M.Si
PEMBINA TK I/ 1V.B
NIP. 19780117 1998031 003



LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG TATA NASKAH DINAS

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP,
MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN
KEWENANGANNASKAH DINAS

I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas
A.Naskah Dinas Penugasan
1. Surat Perintah

BUPATI TULANG BAWANG

SURAT PERINTAH
NOMOR. \casvmsscomscsninsos sassmom
Menimbang : a bahWa ... 5
. BARWA ... ;
Dasar S Ol i e e R T NN 7 T A AT T z
Ble merburun sansonasmmussusaais v erfabrrrres sunsmsresgrssswrasrureamskoasy 3

Kepada B R i a0 e 540 N 8 S S BRI A AR s
2/ R N TN T S e S WS x
e PSR SR T o m TSR, ST RIS T 7 T A AT ST £

Untuk - =
i o vusls ST miontatadessaspes g st 8 i RS N TR L P At S 2
R T ST T T S H

4. dan seterusnya.

Nama Tempat, Tanggal
Bupati Tulang Bawang

Nama




2. Surat Tugas

Dasar

Kepada

Untuk

BUPATI TULANG BAWANG

SURATTUGAS
i @117 § 3 § > R ——————

MEMERINT AHKAN:

1. Nama f SRS R RS AR RSB S MR IR N SRR N
BRIl ¢ coavssmvdomsenss sholusnelusvmmns sk sressosnsasgnsmegins snge
NIP '

Jabatan

2. Nama 8 renemmmrvesn il we s R S S T m e um e
Pangkat/gol @ i e e
NIP
Jabatan

1.

E.

3.

Nama Tempat, Tanggal
Bupati Tulang Bawang

Nama




3. Surat Perjalanan Dinas

. PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NAMAPERANGKATDAERAH

Alamat, No Tlpn dan Kode Pos

Lembar Ke .ot ia e
Kode No. S
Nomor

------------------------------

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1. | Pejabat Pembuat Komitmen
Nama/NIP Pegawai yang
2. | melaksanakan perjalanan
dinas
a. Pangkat dan Golongan a.
3. | b.Jdabatan/Instansi b.
c. Tingkat Biaya Perjalanan c.
Dinas
4. | Maksud Perjalanan Dinas
5. | Alat angkut yang dipergunakan
a. Tempat berangkat a.
6. | b. Tempat Tujuan 1.
a. Lamanya Perjalanan Dinas a.
7. | b. Tanggal berangkat b.
c. Tanggal harus c.
kembali/tiba ditempat
baru *)
8. | Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan
1.
. | 2.
3.
4.
Pembebanan Anggaran
10. | a. Instansi a.
b.Akun b.
11. | Keterangan lain - lain
*coret yang tidak perlu Dikelhaarleam @i. v ssosnns snssmmmnnss sowswsamion
Tanggal.............

Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama
NIP



I. Berangkat dari: : = ...
(Tempat Kedudukan)
L A R e Y
Pada tanggal i Srn e § % ATV TR
Kepala y

Nama Lengkap

NIP. iiiiiiiiiiieiiaaan
II. Tiba di S Berangkat dari  ....oiiiiiiiiiiiiiinnnn
Pada tanggal e, Ke TS 5 i A AR SIS 8
Kepala . Pada tanggal B raneTs S ST TSR T O RIS
"""""""""""" Kepala
b.grvcocfrarsin s anms e meninio pimmsmcsinimmnr )
( ) DI .o 008 20 R ams TR TS S
NIP. i
III. Tiba di b b sttt § 2P Koy i it 5 Berangkat dari R ECEETETEPPEPPEEE
Pada tanggal .....coiiiiiiiiiiiiennn. Ke L LEEEETRETERET PR
Kepala R —— Pada tanggal R CLEETTTRETREPRTS
Kepala S s s S o
(e e e e e ) (s 5.5 5 srivm &.578 MsSK # eioTTI S S04 Ao )
NIP..titiiiiiiiaiieiaenenann. INIP. o
IV. Tiba di b Berangkat dari T R R ek sewas O o6
Pada tanggal :......cc.ciiiiiiiiienenn, Ke e RTRRLEER TR
Kepala e s Pada tanggal T mieiommincomermiemd AT R R
Kepala B onw apganeisd Bpedar o0 S
PR I ) 526, 17806 Sssims svicm wisiars smmrasinse vapay o )
NIP. i NIP .o
V. Tiba di 2 T Telah diperiksa, dengan keterangan
Pada tanggal : bahwa perjalanan tersebut di atas benar
Kenal .' .............. dilakukan atas perintahnya dansemata-
Cpaia S hh bbb mata untuk kepentingan Jabatan dalam
waktu sesingkat- singkatnya.
Pejabat Pembuat Komitmen,
Pejabat Pembuat Komitmen,
Nama Lengkap
NIP. (e
Nama Lengkap
INBIR. i wmaine 5 5 acmvi b i s Focin
VI. CATATAN LAIN-LAIN :
VII. PERHATIAN:

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukanPerjalanan
Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan,
bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila
Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian

dan kealpaannya.




B. Naskah Dinas Korespondensi Internal
1. Nota Dinas

[ TULANG BAWANG, PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
ik NAMAPERANGKATDAERAH
Alamat, No Tlpn dan Kode Pos

p
E
\y. 2P

NOTA DINAS

Dari S e

TeMDUSATIL  ciiiiiieiremcanesssssasosssssosesssescs
Tanggal - P — T A8 3 g pige graveloy wr rdighn

Nomor :
Sifat A abraste selsnns o & eisess & & #iess s s e e
Lampiran - NP e eeeeseeaeaaaay

Hal ¢
§ g ¥ gerlery g o popdad e P8 By CAR Y S AR E et easereeeeeaaan

5 A T 5 8 et R NP T L R b g 3 s e s il wo v Baaror e P €
e e o o DTS i @ Mokt £ % € B el ot e ST e e e e
.............................................................................................
...................... b e e BT (e Y AR 5 e 5710 e R ST 5 B 1 AW R T
.........
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Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan




2. Memo

BUPATI TULANG BAWANG

MEMO

------- D T T T I IR
cre v e reresses e ts s e s e s e rar s v rev e ce e e e s s e e cr s s e e e re e seseenon se s s ererseverovae
cec s v s ensacesenw D D I I P e e s assas e s e sPevevsesenovosusn - of
B I S I R R .-
B I I R veuewan D I I

R R “emen e B T R I sases e venensvevme L
LA s e st s et s s nsersawerere R R R R I I Pevveewe v R T I T
................... e T T T P T T I R I R
e emsssvanesaaa D I T I R Pes s e seersseresvenemane er s ecsnenas sssssvanvan
...................................................... e s es s s s et et s e Ere e Re s s e e n e e o

----- B T T T I R R R I R AT I T TP
cers e et e s e v e s s s annaen B T T T I ST IR ) Pees s s e s vsresssseesesean e
R I I ] vevseesavrewn R DI R T v oo nn o
D T T T T T T T I N R N erecevesencensuwe
as e v e ceuene R T T e c e e “ees e 4 s e s s s s st us s e w e

Tempat, Tanggal, Bulan danTahun
Bupati Tulang Bawang

Nama



3. Lembar Disposisi

(UG BAWANG)

i |

(B
E

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
l NAMAPERANGKATDAERAH
Alamat, No Tlpn dan Kode Pos

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari

Diterima Tgl

No. No. Agenda

Surat Sifat o Segera | o Rahasia
Tgl. o Sangat segera

Surat

Hal

Diteruskan kepada Sdr.:

Dengan hormat harap:

LS poiesFee g 1p ois B 0 i ot mrigierns some i imeg [y acor s g g o gy ey 8 SeTeB O Tanggapan dan Saran
"""""" 0 Proses lebih lanjut
I 7 R e 50 o T s e o o VR TR & et i ) .
0 Koordinasi/konfirmasikan
''''''''' o P
[, o 0 e 5 e e e P i 8 W Wi 0 ] e
Dan
ST H(S3 st BESY 1) 2=
Catatan : Nama Jabatan,

(Paraf dan tanggal)
Nama




C. Naskah Dinas Korespondensi
Ekternal Surat Dinas
Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

BUPATI TULANG BAWANG
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor
Sifat
Lampiran :
Hal

......................
......................
......................

.......................

............................
...........................

.......................................................................................

...................................................................................................

..................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................

..........................................................................................
.......................................................................................

...................................................................................................

..................................................................

Bupati Tulang Bawang

Nama

Jin. Cemaralk.Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang
Provinsi Lampung
Kode Pos: (34596)Telp: (0726) 757 5156 Fax: (0726) 757 5156
Email:humastuba@gmail.com.Website :www.tulangbawangkab.go.id.




Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NAMAPERANGKATDAERAH
Alamat, No Tlpn dan Kode Pos

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

..........
.
di-
..........

. 2 & > L LR R B R I A B R N ] ¢ ® P B O T B P O BN e e eoe LI IR I I R B 2 P e FUPENNS B # 4 " B % s se st Haae R
e e 2 LT 5 e 5 B e e e e et
......
......
..............................

.................................................................................
......
e ee e . 58 51 9 B g e Beeihins i Reeid & b R S KRS 3
£ 5 BT grmbee o B i i@ 4 0Tl w0 el . i 1 o masian s s e B SR iy T ettt aaan R,
................................................

.................................................................
% BLA 81 5255 1 mewom 6 o1 B e gl e i aran e 4 grmd @ S i v e et e et eae e e et ey
55 I B Vol R e aze e pese o a2 ata o L A 8 B, A &, S L L e g e, g vaoge e e
S G- v s S e e e e et e e et e et ettt

Nama Jabatan

Nama
Pangkat
Golongan NIP
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D.Naskah Dinas Khusus
1. Instruksi

BUPATI TULANG BAWANG

INSTRUKSI BUPATI TULANG BAWANG

PIOIVIDIER & © ais.s oiv o510 5 w81 srsin sumas & dim & 5853 566 Snws
TENTANG
DTN E=Ta e B = B ¥ =3 2= AN

..................... dengan ini menginstruksikan
JSOPACIE  © Line cisn assbsman s vio sammamsmns oo smes 5wn o yiss & 506 9 500k 50 duns asiéos

B e AR s 02 IR E B R LARS Y D D A ¥ na e AN, AN A

B prmwve 3 oa smie = @ S 2 0 W 3 8 % b v e e 0 e s enad v o B e

Bl ¢ o v s 0 74 s S BTSN S LT 6013 6 ) 8 0 e
Untuk
FOSIETTIED % v vt monn cam aon 2 om0 080 08 800 K0 1 9k 68 WRHA, 16
I 5 e vy re s vy g b 0 R 58 8 £ i G e kB

KETIGA : dan seterusnya;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetaplian Q..o esssmes ssmosvmin
Pada Panggal ....s.csvwssimsansvsasnsin

Bupati Tulang Bawang

Nama
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2. Surat Edaran

se s s e e T T T N e s e evwse
.................. B T I I T I T T

.................... B T I T I I
ST P s e s e s eT e s s esrree v uree e B T R I I seovesen vesane PR
ce s vescscoe D T I T T T I I S s e s e cueane s e ve v reevesecee secevene e
....... B L

...... T T T T I T T I I R R R R R
................................................................................... s s v
........... R R R T T N T T e
...... R I IR R

Ditetapkan di........... e 0 S 8 ;
Pada Tanggal ........ R B S .
Bupati Tulang Bawang

Nama
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3. Surat Kuasa

SURAT KUASA
NOMOR .ciiiveiiiiiinaninnannns

Yang bertandatangan dibawah ini:

DIBAITIEL ! sucemcsrsncnersrsmersasnnistesissssianteessboessousosssin st
JADATATL cieeiinrcrcirncististsaarterttattiatanctnsaanasassosrastssurs
=Y P21 4 0 1= & AR SRR PP PSP SPEN RPN

memberi kuasa kepada
BEEMTETEE  § e b S e v bim o b0 500 5 910 05 616 0795 008 06 0 00 8 6% 90 858 410 % M 0 B M
JEIDEFEIII T wvun e vmse s san s s s od K56 o 08 5a.80s 486055 8% s dbiilom als ok 9.5 4450978
P= =5 o 0 £ & v

Untuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------

..........................................................................................
..........................................................................................

------------------------------------------

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahur
Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

Nama Jabatan, Bupati Tulang Bawang

Materai 10.000

Nama Nama
Pangkat

NIP
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4. Berita Acara

BUPATI TULANG BAWANG

BERITA ACARA

Pada hari ini, ...... , tanggal ...., bulan ...... , tahun ...... , kami
masing-masing:
B, st 5 AT G B AP G P 8 g g P A i 72 S i 2 , yang selanjutnya

disebut PihakPertama (memuat nama, NIP, pangkat/golongan,
jabatan dan alamat).

B08 e smsi s o S KONHH 0 WA RS S L B 1 A A i 16 b WA , selanjutnya disebut
Pihak Kedua, telah melaksanakan

4. dan seterusnya

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap.... untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di..coocvviviivniininnnn..
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Bupati Tulang Bawang

Nama Nama
Pangkat/ Golongan
NIP

Mengetahui/ Mengesahkan
Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/ Golongan
NIP
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5. Surat Keterangan

BUPATI TULANG BAWANG

SURAT KETERANGAN
L EO] 2 ———

Yang bertandatangan dibawah ini :

nama

jabatan : Bupati Tulang Bawang

dengan ini menerangkan bahwa :

nama E R e A R A A A A S S
NIP

BAGEEal DOlOINEENT | 2 covevessrsrmmansesa s i N s S a s
jabatan RS R S A A R A R ARSI S5 AR AN A

dan seterusnya

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Bupati Tulang Bawang

Nama
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6. Surat Pengantar

A |

ITULANG BAWANG)
“ae

.........................

.......................

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NAMAPERANGKATDAERAH
Alamat, No Tlpn dan Kode Pos

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

-------------

.............

--------------

Naskah Dinas/Barang
No. yang Dikirimkan Banyaknya Keterangan

Diterima tanggal
Penerima
Nama Jabatan,

Nama
Pangkat Golongan
NIP

Pengirim
Nama Jabatan

Nama
Pangkat Golongan
NIP

...........................
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7. Pengumunan

BUPATI TULANG BAWANG

PENGUMUMAN
NOMOR.....ccuuu....
TENTANG

.............. e s e e EreseresaT s e aRseeEte s erT e s sses T eTTELETEEESE

s e e enscun “eseen sees s e ansun eeme s e st e s e r s eesecareeen R
.................................................. T T T I
..................... DI T T T T T T L I T T T R I T T R
..... B T T T T R T T A
cesvncen Pes s e s vsensrone R R I D I I T I cesevssevvasenm
Ceesssesauresanes ver s e s e s v e erense v wE e seesesevensn Tsesasvesmsenuere ers e s Nsssrer e e ene ey
Pee s s v asses s st nas e et es et saneara B I A Tras s s e s evesee D I
................................................. 4 e e v e e resenacassesssssesussnes st saVEsET
.................................................... B T T T T T
R TR T e T T I I I I N I
........... T T T T I T T L R T I R
D I D T T sPeseensennw R R R B e

Bupati Tulang Bawang

Nama
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8. Laporan

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NAMA PERANGKAT DAERAH
Alamat, No Tlpn dan Kode Pos

LAPORAN
TENTANG

........................................................................

A. Pendahuluan
1. Umum/Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan yang dilaksanakan
Hasil yang dicapai
Kesimpulan dan Saran
Penutup

moOw

Dibaat di. ceamo s ssapamns ssosssms
Pada Tanggal.......covviiiiaanaet.
Nama Jabatan

Nama
Pangkat
Golongan NIP
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9. Telaahan Staf

[TULAG BAWANG)]

== ; PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
: NAMA PERANGKAT DAERAH
Alamat, No Tlpn dan Kode Pos

TELAAHAN STAF

........................................................................

I. Persoalan

II. Praanggapan

I1I. Fakta-Fakta yang mempengaruhi
IV. Analisis

V. Kesimpulan

VI. Saran

Nama Jabatan

Nama
Pangkat
Golongan NIP
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10.Notula

{TULANG BAWANG |

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NAMAPERANGKATDAERAH
Alamat, No Tlpn dan Kode Pos

NOTULA

Sidang/Rapat - A el 1 o lop ey g b el g gt ot s e it 8 AT e

Hari/Tanggal L G SIS I A % 7 ST AL R D 1 e R el

Surat Undangan ot e v S R S e B & N AR Rk W G P e R

Waktu Sidang/RAPAL : .. .vveewce oo mimssmimesomias s oms wmmesmmme s mois s s s oo smioe

Acara 3 e cn gmsien v #s banes e w5 5 A b s A S A e S RS B 6 Wk W 6 S
2. dan seterusnya.

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua T ee et e e me e e e sad S €18 B Bd B W S8 R STHE $50 TR WA SRS 90
SEIREETATAS T oot efers v o s 4 omowss g s @epo o 3 T o Tedsnsd 3 onm 1o § SBobiTa) § Foi 103514150 50 7105 e b 1 o7
Pencatat :  coteere e et s S o Gt & 5] BATALL SR Ao A o (S S e i e B P9 S
Peserta sidang/rapat : l..c.ccccciisersreesoseeceissiosesssosesssssnsssssssssssssnsnssss

2. dan seterusnya.

Kegiatan Sidang/Rapat: (Disesuaikan dengan kondisi kegiatan
sidang/rapat)

..............................................

Pimpinan Sidang/Rapat
Nama Jabatan

Nama
Pangkat
Golongan NIP
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11. Surat Undangan

{'TUENEﬁENa

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NAMA PERANGKAT DAERAH
Alamat, No Tlpn dan Kode Pos

Tempat, Tanggal, Bulan dan
Tahun

........................
........................

........................

.......................................

........................................

.....................................

..........................................................................................

---------------------------------------------

hari/tanggal
waktu
tempat
acara

.....................................................
.....................................................
.....................................................

.....................................................

.............................................

Nama Jabatan

Nama

Paonalrzat Gaolonaan
e R e = o T s

NIP
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12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

[FuLatG sawixG) PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
| pugm NAMA PERANGKAT DAERAH
Alamat, No Tlpn dan Kode Pos

Yang bertandatangan dibawah ini :
nama

................................................................

BIIR =000 1T el e bt N 2020 e b o 8 ST e s L kP A e

Pangkat/ golomgam & ... e et
jabatan :

................................................................

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

£ 9 2= o o . U

NIP E e 0 A K 5§ WD 8 N A BB 8 8 5 W 5 B A S R S U B S SV Y 8
Patighfat/ BolOMEEEE § « e om s wvswcme oo nes 55 5o 0 s om0 ik 2 50 08 o508 638 or0s 518 51070 608 9008
jabatan b e g Bobe B E A R 8 B, anmamd 5o 4 B 6 ST SR ST 4 P18
Yang diangkat berdasarkan PeratuUramn ........c.cciieeieeieiineecenanecannn
NOMIOT :cenvonssinssn

g 0 10 6 ) o fEAtERE vxsspsssonppiqiins , trerhitum g...cenvvaes
telah nyata menjalankan tugas sebagai  ...ccciiiiiiiiiiin.. di

.............................................

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan
sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil
dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak
benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia
menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nama Jabatan,

Nama
Pangkat Golongan
NIP
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13. Surat Panggilan

oo
2

BUPATI TULANG BAWANG

Tempat, Tanggal, Bulan dan
Tahun

.......................................

-------------------------------------

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor

..................................................... , Ppada:

hari D R bk e B S SORESS E E SRGBIATE A S B ST SR IS 5T WiST §
tanggal I scarprmpin w8k bk Wdeiiodib § 4 4 R B momag: e 5 B G 1 AT s
pukul D e 0 S S Y R e w0 v 8 & By B e v o
tempat e us S s e e W e s 4 04 1 318 5 s v 0 9 Vel 4 (n e m i iy 4 v
menghadap

kepada § s B A8 BN WK S PR SRR S AN 65 SECREN STTK SR R
alamat T i e oot e Sl e 16 gy goyansiqeasinn b B BabuBihd Sk At Fod
untuk -, WY P

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.

Bupati T'ulang Bawang,

Nama
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14. Surat Izin

BUPATI TULANG BAWANG

SURAT IZIN

------------------------------------------------------------------------

.......................................................................

Dasar = YR
BBy o s v o 5 5 et 8 e s ot e L A 0 g D B e O B N o e e
BBy bk o Tl vl Sy iyl e e S AT 0 A S e @ 0 B ¥ W 08 Tt 10D 4 A 5 T
d. dan seterusnya
MEMBERI IZIN :
Kepada
Nama S i AT e AN T 5 o I BTSSRl o 4ete o s £ 3 g s g grgonem 1o Bed B B am B B WMok £ el e o
U E=N o = 1 o= ' U AP
BASHIEEL 7 ssnsiosiensn o5 &5 woms 5 68 ok v ¥ 058 510 #iva 18 S1015 516 070 518 016 94 6 i 000 5 615 B8 910 618 SRKLD ¥ WP 3
Untuk T eeip om pow o dimianes granee e o7y v e S B3 B BB B e B B R R W SRS © W

Dhitetapifans B .. o o sommemevrsrss
Pada Tanggal...:o e sensessses oo smovon
Bupati Tulang Bawang,

Nama
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Contoh Surat Izin Format Surat Dinas Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NAMA PERANGKAT DAERAH
Alamat, No Tlpn dan Kode Pos

SURAT IZIN

........................................................................

........................................................................

Dasar = O N SO SO O W T SO
S R S
By o med o aowe e o e i g sy e 2 onw yaedrerwn 3 07w o wery areegemriey & pdn PrR P A E T
d. dan seterusnya
MEMBERI IZIN :
Kepada
Nama D et 8 6 R AT B B N s DETRTRIRS SR VIR $1 S G B TR 65 U wie @ WTSTHN 916 BRSSO IS SIE R TS wois aTsie
B P= 0 7= = o N A PP
BUIEEYNEID 8 i g cnsnts 1006 .0 5 000 i it 58 55 3 RC05 5 5 5 538 B HAT0R B SRR 0 RS AR 5 8 9 3 818
Untuk D sk xg mrme cerin hn e wie e v v o BT e iy g T 41 A Fe A PRI 974 WO e e e xS

Ditetapkan di.........coovvnien...
Pada Tanggal......ccccoveeian...
Nama jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP
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15. Lembaran Daerah

{itﬁhﬁ BAWANG
| PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
(= | NAMA PERANGKAT DAERAH
‘\\?= Alamat, No Tlpn dan Kode Pos
LEMBARAN DAERAH
NOMOR. ...t
Nomor ...... Tahun ........ Seri Nomor .........
PERATURAN DAERAH
NOMO R . ittt it eeieeeteaaereareensesassensacesannns
TENTANG
Diundangkan dalam lembaran daerah .........coviveiimimieanreneenannnn
Nomor .... Tahun .........
PRI, o o 55 506 g 5 B g g el B
TRAEEAL . viiicaintenresbnoenen

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tulang Bawang,

Nama
Pangkat/ Golongan
NIP
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16. Berita Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NAMAPERANGKATDAERAH
Alamat, No Tlpn dan Kode Pos

Nomor ...... Tahun ........ Seri.... Nomor .........

PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
/KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

INTDIDARTIIRE . 5 56 w5k ot 555,95 590 S5, 505 538 S e o dadivomermee Bl o
TENTANG
Diundangkan dalam lembaran daerah ...........c.cooiiiiiiiiununenna...
Nomor . Tahun......
BOEL w5 0a5 0s agieb o onm prarmen
Tanggal ......c..cooivvnn....

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tulang Bawang,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP
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17. Rekomendasi

Dasar L L v wieres e saeiast Sidle ¥ el $.88 0N IA 8 51 & S e o i & SIBE SeTE & B fa BB STemh SN

MetDmBaluEE | Blz] 550 e b 8 S 068 558 8.6 b 0 g 0 4 570 5 NARS PR H S S ST 64 5

d. dan seterusnya

Gubernur Lampung, memberikan rekomendasi kepada:

Nama/Obyek ¥ e qwerarameirnes xa sk sve sosaeBid Ll rusvpena s
Jabsitemy Termpaty IHemnTilmue: oo vovmmmesas cnsms sis mismesms sus ax ans 65 vasms soess
Untuk

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
Bupati Tulang Bawang,

Nama
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18. Radiogram

BUPATI TULANG BAWANG

FORMULIR BERITA
Registrasi No :

..............

PANGGILAN JENIS NOMOR DRAJAT
DARI 3 | L mrane eaarar Groe Sy b e ST i e res § sy il TR 5l T
UNTUK B et D P e bt o [ T 5 I e e e it €M € ks b 4 e
TEMBUTSAIN 3 | «crisbiss bbb o Gt amis ebw mopd aoqor e gebod Hols
KILASIETRIASTL 2 ov ik 500 e tre and 65 boiiis sois 565 06 5 5 9268 5.8 528 3 or o 1% 508 5728 8 50,574 616 5 5
Nomor L S Mt B AR A AR R AR HRT L RS TR R ST B B8 L85 B K B ST
.......................................................... KMA. .o,
........................................................... TTK DUA
N Nl e
......................................................... T'TT DUA
3 3 T e
......................................................... TTT KMA

CCC TTK DUM TTK HBS

Tanggak waktu

pembuatan......
Nomor Waktu Lalu Paraf
Kode Terima T Lintas operator
Pengirim
Nama

Tanda Tangan:




-29.

19. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

B\ @) 2 1@ 5 o

Bupati Tulang Bawang Berdasarkan..............c.ccc.u..... , dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :
Nama B wdioes B venrs e wione = v o wegmen mipn aonn e v s v o 4 wed ke d 8 vy wwd Kwn e e« e 0 G P B
Tempat/Tanggal lahir: ...ttt D & 5 0 1 o wiv o s 0.8 B B o

NIP/NRP : 000000000/0000

Pas Foto
4 &m X B cmi Pangkat/Gol. RUang 1 ...t iieeaeteeeaaeeenns /[
Jabatan N ki 8 A DA W R i 6 0 i M b B AL § A T 8 :8/05508 Bt ¥ s B o B Wt 3
Instansi D et eeeeeeieieeeeeeaiaaaans et eaieeeeaeieeeaeaaeaenan
Kualifikasi T i R R AT R R AR 65 8 R D B AR § ) R ¢ 5 SR R B 6 R AT R
LULUS

Pada Pendidikan dan Pelatihan .................... Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi di ........... dari tanggal ....... sampai dengan ........ yang

MERPUILL & .ow vnirs vgnns pamsaa
Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Bupati Tulang Bawang,

Nama




dIN
uegduolon /resjdueg

TUWEeN

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................................................................................ AH@QEQMQW
renysre nis1 uep winwin ewol eped noeduow ueduap ereddusieduad ysJo ue NIUINIP) snsnyy
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20. Sertifikat

BUPATI TULANG BAWANG

SERTIFIKAT

Instansi

Sebagai/Atas partisipasinya dalam yvang diselenggarakan
...oleh.... i tanggal .d ....bertempat di .

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
Bupati Tulang Bawang,
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1. Sertifikat

BUPATI TULANG BAWANG

PIAGAM PENGHARGAAN
JAVT03 5 0 X6 3 ol

Bupati Tulang Bawang dengan ini memberikan penghargaan kepada:

Nama AU P UV RO S S ST PR ST
Tempat/Tanggal lahir  : . e e e ena e
NIP/NRP T U ST Y T
Jabatan

Instansi B e e S 59 S RO T 5, K 0 AR R 405

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Bupati Tulang Bawang,

Nama
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[I. KOP
A.Kop Naskah Dinas jabatan

Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan:

a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris
di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan
ditempatkan di bagian tengah atas wuntuk Naskah Dinas
Pengaturan dan Penetapan.

b.lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris
di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah atau Wakil Kepala
Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah
atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama
kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, nomor
faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan
huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah
untuk naskah dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan
Penetapan.

c. dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah atas nama Kepala Daerah, menggunakan Kop Naskah
Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna kuning emas
dan tulisan Nama Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada
bagian tengah atas secara simetris.

d.

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah

BUPATI TULANG BAWANG

Jln, Cemaralk.Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung
Kode Pos: (34596)Telp: (0726) 757 5156 Fax: (0726) 757 5156
Email :humastuba@gmail.com, Website :wwv.tulangbawangkabeo.id.
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KOP
A.Kop Naskah Dinas jabatan
Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan:
a.lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris

di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan
ditempatkan di bagian tengah atas wuntuk Naskah Dinas
Pengaturan dan Penetapan.

.lJambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris

di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah atau Wakil Kepala
Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah
atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama
kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, nomor
faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan
huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah
untuk naskah dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan
Penetapan.

. dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris

Daerah atas nama Kepala Daerah, menggunakan Kop Naskah
Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna kuning emas
dan tulisan Nama Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada
bagian tengah atas secara simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah

BUPATI TULANG BAWANG

IIn. Cemaralk.Gunung Sakti Kel Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung
Kode Pos:(34596)Telp :(0726) 757 5156 Fax: (0726) 757 5156
Email shumastuba@gmatlcom, Website :www.tulangbawa ngkabgoid.
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Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah

Jin, CemaraLk.Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung
Kode Fos : (34596)Telp : (0726) 757 5156 Fax: (0726) 757 5156

Email :humastuba@gmailcom, Website :www tulangbawangkab.go.dd.

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani atas nama Kepala Daerah

JIn. CemaralkGunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung
Kode Pos :(34596)Telp : (0726) 757 5156 Fax: (0726) 757 5156
Email :humastuba@gmiailcom, Website :www.tulanghawangkab.go.id.




B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dan UPTD

a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan
nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah
adalah 3:4 menggunakan huruf Arial.

b. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (bold).

c. Untuk Kop Naskah Dinas UPTD dan BLUD yang memiliki Logo
tersendiri, Logo UPTD dan BLUD bisa digunakan apabila telah
memiliki dasar hukum tetap, minimal dengan Surat
Keputusan Bupati Tulang Bawang.

d. Apabila UPTD dan BLUD tidak memiliki Logo tersendiri, maka
Kop Naskah Dinas hanya memuat Logo Pemerintah Daerah.

Contoh kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

TOLANG BAWANG] PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
. | SEKRETARIAT DAERAH
. CemaraLk.Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang
~ Bawang Propinsi Lampung
KodePos:(34596)Telp: (0726) 757 5156 Fax : (0726) 757 5156
Email :humastuba@gmail.com.Website :www.tulangbawangkab.go.id.

ot}

Contoh kop Naskah Dinas BLUD Rumah Sakit Daerah

TULANG BAWANG)

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA @.%
JL. Lintas Sumatera Nomor 1 Kabupaten Tulang G
Bawang Provinsi Lampung MENGGALA

P ——

Telp 0726-21118 Email: rsudmenggala@yahoco.co.id

Contoh kop Naskah Dinas UPTD Sekolah Menengah
Atas /Kejuruan /Khusus

[TULANG BAWANG) PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
SMA NEGERI 1 MENGGALA

JL. Cendana Nomor 5 Menggala Selatan Kecamatan
Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
Telp 0726-21273

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kabupaten Tulang Bawang
Provinsi Lampung Kode Pos : 34596
Email : pendapatandaerahbadan@agmail.com
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[I. Stempel Naskah Dinas
A. Bentuk/ukuran stempel

Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan:

1. Stempel jabatan Kepala Daerah berbentuk lingkaran berisi nama
jabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang
negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah
3,8 cm;dan
c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7
cm.

»Nama Jabatan

Lambang Negara
Nama Pemerintah Daerah

Contoh stempel jabatan Kepala Daerah




Y

2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama
Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, nama Pemerintah
Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan
menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang,
dengan ukuran:

1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat
Daerah adalah 4cm,;

2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat
Daerahadalah 3,8 cm; dan

3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat
Daerah adalah2,7 cm.

Nama Pemerintah Daerah

l

2,%01’11 I 3 8cm 4cm

Logo Daerah dan Nama
Nama Pemerintah Daerah

Contoh stempel Perangkat Daerah
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3. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan
umum daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah
Daerah, nama Perangkat Daerah dan nama unit pelaksana
teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah yang
bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas
tanda bintang, dengan ukuran:

1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana
teknis dinasdan/atau badan layanan umum daerah adalah 4
cm;

2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana
teknisdinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah
3,8 cm; dan

3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana
teknisdinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah
2,7 cm.

Nama Pemerintah Daerah

2,’? cm 3dl8cm 4cm

Logo Daerah dan Nama
Nama Perangkat Daerah

Contoh stempel BLUD Rumah Sakit Daerah
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Contoh stempel UPTD Perangkat Daerah

4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas.

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan
tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas
Amplop naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel
tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama
dengan warna stempel pada surat asli. Stempel Pengamanan
Naskah Dinas berbentuk persegi panjang, berukuran panjang

Scm, lebar 1 cm. Berisi tulisan “Sangat Rahasia” dan “Rahasia”.

SANGAT RAHASIA RAHASIA

5. Ketentuan Stempel.

a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah
KepalaDaerah.

b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah
adalah kepala Perangkat Daerah, kepala lembaga lainnya, dan
kepala unit pelaksana teknis dinas.

c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan
stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan
ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan.

d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan
stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang
membidangi urusan  ketatausahaan pada  Sekretariat
Perangkat Daerah.

e. Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel
ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

f. Biro/Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab
atas pengadaan stempel.

6. Pengaman Stempel.

a. Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di lingkungan
Pemerintah Daerah menggunakan kode rahasia.

b. Ketentuanlebih lanjut mengenai standardisasi kode
pengamanan stempel diatur tersendiri oleh Pemerintah Daerah.
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IV. Amplop

A.Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas jabatan

Jin, Cemaralk.Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec, Menggala Kab. Tulang Bawang Provins! Lampung
Kode Pos : (34596) Telp : (0726) 757 5156 Fax : (0726) 757 5156 Emall :humastuba@ amailcomWebsite :wwwitulangbawanakab.gaid.

Nomor : 0000/000/00/0000

Kepada,
Yth. Menteri Dalam Negeri
di-
Jakarta

B.Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah
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V. Map
1) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah.

BUPATI TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG

MOHON TANDA TANGAN
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V1. Paraf
1. Paraf hierarki.
Contoh paraf hierarki

PARAF HIERARKI

KEPALA BIRO/JPPT

KABAG /ADMINISTRATOR/JF
KASUBAG/PENGAWAS/JF
PELAKSANA

2. Paraf koordinasi.
Contoh paraf koordinasi

PARAF
KOORDINASI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
Dst.

VIl. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan
1. Kewenangan Penandatanganan.

a. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas
antar /keluar instansi Pemerintah Daerah yang Dbersifat
kebijakan/keputusan/arahan berada pada Kepala Daerah.

b. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak
bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat
diserahkan/dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau
jabatan pimpinan tinggi madya di Perangkat Daerah atau
pejabat lain yang diberi kewenangan.

c. penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah
Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat
dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut.

1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan
kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang
rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain
yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing

masing.

2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah
dapat memperoleh penyerahan /
pelimpahan wewenang dan penandatanganan Naskah

Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
sesuai dengan bidang masingmasing.

3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
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JABATAN JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT
DITANDATANGANI
BUPATI a. peraturan daerah;
b. peraturan Bupati;
c. keputusan Bupati;
d. instruksi;
e. surat edaran;
f. surat dinas;
g. surat keterangan;
h. surat izin;
i. surat perjanjian;
j. surat perintah;
k. surat tugas;
1. surat kuasa;
m. surat undangan,;
n. surat pernyataan melaksanakan tugas;
o. surat panggilan;
p. nota dinas;
q. lembar disposisi;
r. pengumuman;
s. laporan;
t. rekomendasi;
u. radiogram;
v. kriptogram,;
w. berita acara;
X. mMemo;
y. plagam;
z. sertifikat; dan
aa. surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan.
JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA
BUPATI
WAKIL BUPATI a. surat dinas; a. surat edaran;
b. surat keterangan; b. surat dinas;
c. surat izin; c. surat
d. surat perintah; keterangan;
e. surat tugas; d. surat perintah;
f. surat pernyataan e. surat izin;
melaksanakan f. surat perintah;
tugas; g. Surat tugas;
g nota dinas; h. surat
h. lembar disposisi; pernyataan
i. laporan; melaksanakan
j. rekomendasi; dan tugas;
k. memo. i. nota dinas;
j. lembar
disposisi;
k. pengumuman;
1. radiogram;
m. berita acara;
n. piagam; dan
o. sertifikat.
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JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMABUPATI
SEKRETARIS a. surat dinas; a. keputusan;
DAERAH b. surat keterangan; b. surat edaran;
c. surat izin; c. surat dinas;
d. surat perintah; d. surat
e. surat tugas; keterangan;
f. surat perjanjian; e. surat izin;
g. surat perjalanan f. surat perintah;
dinas; g surat tugas;
h. surat kuasa; h. surat perjanjian;
i. surat undangan; i. surat undangan;
j. surat pernyataan j. surat pernyataan
melaksanakan melaksanakan
tugas; tugas;
k. surat panggilan; k. surat panggilan;
1. nota dinas; 1. nota dinas;
m. lembar disposisi; m. pengumuman,
n. telaahan staf; n. radiogram;
0. pengumuman; o. berita acara;
p. laporan; p. piagam;
g. rekomendasi; g. sertifikat; dan
r. surat pengantar; r. surat tanda
s. lembaran daerah; tamat
t. berita daerah; pendidikan dan
u. berita acara; pelatihan.
v. notula;
Ww.memo;
x. daftar hadir; dan
y. sertifikat.
JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA
SEKDA
ASISTEN a. nota dinas; a. surat dinas;
b. lembar disposisi, b. surat keterangan;
c. telaahan staf; c. surat perintah;
d. laporan; d. surat tugas;
e. surat pengantar; e. surat perjalanan
f. notula; dan dinas;
g memo. f. surat undangan;
g surat panggilan;
h. nota dinas;
i. laporan;
j. surat pengantar;
dan
k. daftar hadir.
JABATAN DALAM JABATAN
STAF AHLI a. telaahan staf;

b. laporan; dan
c. nota dinas.
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JABATAN DALAM ATAS NAMA | KETERANGAN
JABATAN GUBERNUR
KEPALA a. surat dinas; | a. keputusan; | > Kepala
PERANGKAT | b. surat b. surat Perangkat
DAERAH keterangan; edaran; Daerah atas
c. surat c. surat nama Bupati
perintah; dinas; menandatan
d. surat izin; d. surat gani Naskah
e. surat keterangan; Dinas dalam
perjanjian; e. surat bentuk
f. surat tugas; perintah; susunan
g. surat f. surat produk
perjalana undanga hukum
ndinas; n; Keputusan
h. surat kuasa; | g. sertifikat Bupati
i. surat ;dan berupa
undangan; h. pengumu penetapan
j. surat man. dan
pernyataan pengaturan
melaksanak teknis
antugas; operasional
k. surat substansi
panggilan; instansi.
l. nota dinas; » Penanda
m.lembar tanganan
disposisi; Naskah
n. telaahan staf; Dinas oleh
0. pengumuman Kepala
: Perangkat
p. laporan; Daerah atas
g. rekomendasi; nama Bupati
r. berita acara; berupa surat
S. memo:; edaran
t. daftar hanyaterkait
hadir;dan pengaturan
u. sertifikat. teknis
operasional
substansi
instansi.
» Untuk
Setwan
dapat
menanda
tangani
semua
naskah
dinas sesuai
dengan
kewenangan
Kepala
Perangkat
Daerah
kecuali

sertifikat,
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» Khusus

untuk
Kepala
Perangkat
Daerah
yang
membidang
i urusan
pendidikan
dan
pelatihan
juga dapat
menandata
ngani
radiogram,
piagam,
surattanda
tamat
pendidikan
dan
pelatihan
atas
nama
Bupati.
JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA
SEKDA
KEPALA a. surat dinas; . surat dinas;
BAGIAN b. surat keterangan; . surat
c. surat perintah; keterangan;
d. surat izin; surat
e. surat perjanjian; perintah;
f. surat tugas; dan
g. surat perjalanan . surat
dinas; undangan.
h. surat kuasa;
i. surat undangan;
j. surat pernyataan
melaksanakan
tugas;
k. surat panggilan;
1. nota dinas;
m. lembar disposisi;
n. telaahan staf;
0. pengumuman;
p. laporan;
g. rekomendasi;
r. berita acara;
S. memo;
t. daftar hadir; dan
u. sertifikat.




_48.-

ATAS NAMA
JABATAN DALAM KEPALA KETERANGAN
JABATAN DINAS/BADAN
KEPALA a. surat dinas;| a. surat dinas; | Untuk Kepala
UNIT b. surat b. surat badan
PELAKSANA perintah; keterangan; | layanan
TEKNIS c. surat tugas;| c. surat umum daerah
DINAS/ d. surat perintah; dapat
KEPALA perjalan d. nota dinas; | menanda
BADAN an e. berita acara; | tangani
LAYANAN dinas; f. daftar hadir; | semua
UMUM e. surat g. instruksi; Naskah Dinas
DAERAH/ kuasa; dan sesuai dengan
KEPALA f. surat h. surat jabatannya,
CABANG undang edaran. kecuali
DINAS an; Naskah Dinas
g. surat yang ditanda
pernyataan tanganiatas
melaksana nama Kepala
kantugas; Dinas/Badan.
h. surat
panggilan;
i. nota dinas;
j. lembar
disposisi;
k. telaahan
staf;
. pengumum
an;
m. laporan;
n. rekomendas
i;
o. berita
acara;
p. memo; dan
g. daftar
hadir.
JABATAN DALAM JABATAN | ATAS NAMA KEPALA
PERANGKAT
DAERAH
SEKRETARIS surat dinas; surat dinas;
PERANGKAT surat keterangan; surat keterangan;
DAERAH surat perintah; surat perintah;

e PR M0 a0 o

surat kuasa;
surat undangan;
nota dinas;
lembar disposisi;

. telaahan staf;

laporan;
memo; dan
daftar hadir.

surat undangan;
nota dinas;
laporan; dan
daftar hadir.

FRRBENpE




-49.

ATAS
JABATAN DALAM NAMA KETERANGAN
JABATAN KEPALA
PERANGKAT
DAERAH
KEPALA a. surat a. surat Penandatanga
BAGIAN/ perintah; dinas; nansurat
BIDANG b. nota dinas;| b. surat dinas untuk
c. lembar keterangan;| komunikasi
disposisi; c. surat eksternal
d. telaahan perintah; diutamakan
staf; d. nota untuk
e. laporan; dinas;dan | dilakukan oleh
dan e. daftar Sekretaris
f. daftar hadir. Perangkat
hadir. Daerah.
JABATAN DALAM KEPALA
JABATAN BAGIAN/
BIDANG
KEPALA a. nota dinas;| a. surat perintah;
SUBBAGIAN/ b. telaahan b. nota dinas; dan
KEPALA staf; dan c. daftar hadir.
SUBBIDANG/ c. laporan.
KEPALASEKSI
JABATAN DALAM JABATAN
PELAKSANA a. nota dinas;
b. telaahan staf; dan
c. laporan.

2. Pelimpahan Kewenangan.
a. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang

berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan

kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi
sebagai berikut:

1) Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus
untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah
yang sifatnya administrasi;

2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi
tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;

3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah
Dinas berada pada pejabat yang diatas namakan.



-50-

Contoh :

[TULANG BAWANG|
Q ILT.,.

SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Cemaralk.Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec, Menggala Kab.
Tulang Bawang Provinsi Lampung
Kode Pos : {(34596)Tclp: (0726) 757 5156 Fax: (0726) 757 5156
Email :humastuba@gmail.com.Wcbsite :www.tulangbawangkab.go.id.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

------------------------
........................

........................

.......................................

.......................................
.....................................

..............................................................................

.............................................................................................

..........................................

hari/tanggal
waktu
tempat
acara

.....................................................
.....................................................
.....................................................

.....................................................

.............................................................................................

.............................................

a.n. Sekretaris Daerah,
Kepala Bagian Organisasi,

Tembusan: Nama
Sekretaris Daerah Pangkat Golongan




_

b. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi

kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di

bawahnya. Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas

nama (a.n.). Pelimpahan kewenangan penandatanganan

Naskah Dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya

sampai pada pejabat dua tingkat eselon di bawahnya.

Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua
tingkat struktural di bawahnya;

2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung
jawabnya,;

3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai
pejabat pengganti; dan

4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa.

Contoh:

a.n. Bupati Tulang Bawang
Sekretaris Daerah,

u.b.

Kepala Bagian Organisasi,

(tanda tangan)

ANIS ANDRIYANTO, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740813 200003 1 004

c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)
1) Plt. Kepala Daerah.
Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah
dinas.

Plt. Bupati Tulang Bawang,

(tanda tangan)

Qodratul Ikhwan

2) Pit. Jabatan Struktural
Plt. jabatan struktural memiliki kewenangan
penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat
definitif dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang
ditanda tangani olehnya.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah
dinas.



Plt. Kepala Bagian Organisasi,

(tanda tangan)

Rio Angga Putra,S.H.M.H
Penata TK.I / Il1.d
NIP. 19850902 200312 1 002

Pengunaan Pelaksana Harian (Plh.)

1) Plh. Kepala Daerah
Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan
naskah dinas.

Plh. Bupati Tulang Bawang,

(tanda tangan)

Qodratul Ikhwan

2) Plh. Jabatan Struktural
Plh. jabatan struktural memiliki kewenangan
penandatanganan Naskah Dinas sesuai dengan tugas
yang diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas
dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang
berdampak pada perubahan status hukum pada aspek
organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan
naskah dinas.

Plh. Kepala Bagian Organisasi,
(tanda tangan)
Rio Angga Putra,S.H.M.H

Penata TK. / Iil.d
NIP. 19850902 200312 1 002

Penggunaan Penjabat (Pj.)
Contoh penulisan sebutan Pj dalam penandatanganan naskah
dinas.

Pj. Bupati Tulang Bawang,

(tanda tangan)

Qodratul IKhwan
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Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam
penandatanganan naskah dinas.

Pj. Sekretaris Daerah,
(tanda tangan)

Ferli Yuledi

f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.)
Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan naskah
dinas

Pjs. Bupati Tulang Bawang,

(tanda tangan)

Qodratul Ikhwan

Pj.BUPATI TULANG BAWANG,
TTD

QODRATUL IKHWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGHEL  JKUM, _”

- /’

1T~
K

J

ANUBRI,SH,MH,M.Si
- MBINA TK I/1V.B
_~~NIP. 19780117 199803 1 003



